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24 Desa di Pulau Taliabu Belum Terima Alokasi Dana Desa Tahun 2022 

 

Sumber gambar: https://kumparan.com/ 

Isi berita: 

Puluhan Desa di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara (Malut), belum menerima Alokasi 

Dana Desa (ADD) tahap pertama tahun 2022. 

Kabid Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) 

Pulau Taliabu, Ruslan mengatakan, sebanyak 24 desa yang masih terkendala administrasi 

sehingga belum melakukan pencairan ADD. Hingga kini, tutur ia, baru 47 dari 71 desa di 

Taliabu yang sudah menerima dana tersebut. 

“ADD bisa dicairkan ketika laporan pertanggung jawaban final,” jelas Ruslan, Jumat (17/6). 

Menurut ia, DPMD wajib mengantongi hasil realisasi anggaran tahun 2021 agar mudah 

diaudit oleh BPK Malut. Sebab, DPMD juga perlu melakukan evaluasi bersama pihak 

Keuangan dan Inspektorat. 

“Jika desa tidak memasukkan laporan, BPK tidak setuju itu," ucap Ruslan. 

Ia juga mengaku tidak berani mencairkan ADD tanpa adanya bukti yang jelas dari tiap-tiap 

Desa. 

"Hal ini saya sudah sosialisasi kepada mereka (Kades), termasuk berkaitan hasil audit BPK," 

tutupnya. 

Sumber berita: 

https://kumparan.com/search/Desa/topik
https://kumparan.com/search/Taliabu/topik
https://kumparan.com/search/Maluku%20Utara/topik
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1. Kumparan.com, 24 Desa di Pulau Taliabu Belum Terima ADD Tahun 2022, 17/06/2022 

2. Kilat.com, Puluhan Desa di Taliabu Malut Belum Terima ADD Kok Bisa?, 17/06/2022  

Catatan: 

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: 

1. Pasal 38 ayat (1), “Kepala Desa  menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.” 

2. Pasal 41 ayat  (2), “Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah 

akhir tahun anggaran berkenaan.” 

Endnote/ Catatan Akhir: 

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: 

1. Pasal 1 angka 10 : Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang 

diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah 

dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

 

 


